BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai masyarakat adil dan
makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah
dengan melaksanakan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari
pembangunan nasional.! Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia
diterjemahkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Demi mewujudkan pemerataan hasil pembangunan ekonomi
nasional sesuai dengan amanat konstitusi, maka diperlukan peran lembaga
perbankan. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan perbankan mempunyai
peranan penting dan strategis dalam mengerakkan roda perekonomian suatu
negara.? Bank menjadi perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana

(surplus of funds) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (lack of

! Lihat tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea Keempat: “Melindugi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

2 Etty Mulyati, Kredit Perbankan (Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil
dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia), (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal 21.



funds).® Oleh sebab itu, lembaga perbankan sebagai sumber utama
pembiayaan berkewajiban memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar,
yakni dengan cara menyalurkan dana ke sektor-sektor yang produktif
melalui pemberian kredit disamping menjalankan tugasnya sebagai
penghimpun dana.*

Bank sendiri memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan
dengan kredit, sebab inti dari kegiatan bank itu sendiri adalah memberikan
kredit kepada perusahaan yang memerlukan agar usahanya dapat berjalan
dengan lancar, baik, serta mencapai kemajuan. Kredit sudah menjadi pilihan
utama bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat sejak lama. Hal ini
terlihat dari data per bulan Agustus 1995. Dari total aset seluruh bank umum
sebesar 372.887 miliar, jumlah kredit yang diberikan adalah sekitar 249.294
miliar atau 67 %, sedangkan penempatan dana dalam bentuk surat berharga
adalah sebesar 18.426 miliar, atau sekitar 5%. Berdasarkan data tersebut,
dapat dilihat bahwa sebagian besar dana bank disalurkan dalam bentuk
pemberian kredit, yang jika dikelola dengan hati-hati akan memberikan
hasil yang tidak kecil, baik bagi bank itu sendiri maupun bagi perekonomian

nasional.®

3 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia,

(Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hal. 1.

4 Hal ini sesuai dengan fungsi utama perbankan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat.”

5 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Op.Cit., hal. 129.



Pengertian kredit sendiri tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) yang
berbunyi: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan
pemberian bunga.” Adapun kesepakatan mengenai pemberian kredit dari
bank kepada nasabah tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian kredit.®
Adanya perjanjian kredit ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang
didalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban
kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit.”

Pada prinsipnya bank baru memutuskan memberikan kredit, apabila
bank telah memperoleh keyakinan tentang nasabahnya. Keyakinan tersebut
didasarkan atas hasil analisis yang mendalam tentang itikad baik nasabah
dan kemampuan serta kesanggupan untuk membayar utangnya pada bank.
Itikad baik nasabah diperoleh bank dari data-data yang disampaikan oleh
nasabah dalam permohonan kreditnya. Untuk memperoleh keyakinan

tersebut maka dilakukan penilaian terhadap watak (character), kemampuan

¢ Ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan kredit berdasarkan akad perjanjian
kredit terdapat dalam Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966 tanggal 3 Oktober 1966
jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit | No. 2/539/UPK/Pemb. tanggal 8 Oktober 1966 dan
Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit | No. 2/649/UPK/Pemb. tanggal 20 Oktober 1966 dan
Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 10/EK/IN/2/1967 tanggal 6 Februari 1967. Lihat: Sutan
Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam
Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 2.

7 Nurman Hidayat, “Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit”, Jurnal llmu
Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014, hal. 2.



(capacity), modal (capital), agunan (collateral), dan prospek usaha debitor
(condition).® Kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan The
Five of Credit Analysis atau prinsip 5 C’s dalam dunia perbankan.®

Secara umum, pemberian kredit seringkali dimanfaatkan oleh para
pelaku ekonomi untuk mengembangkan dan memperbesar usaha-usaha
mereka. Adapun fasilitas kredit yang disediakan bank guna memenuhi
kebutuhan masyarakat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan
tujuan kegunaannya, yaitu kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit
konsumtif. Kredit investasi dan kredit modal kerja merupakan Kkredit
produktif karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa
modal kerja maupun investasi pembelian aset perusahaan, sehingga dapat
menghasilkan dikemudian hari. Sedangkan kredit konsumtif digunakan
dalam rangka memenuhi kebutuhan sekunder masyarakat,'® yakni untuk
keperluan konsumsi, seperti kredit profesi, kredit perumahan, kredit
kendaraan bermotor, kredit pembelian alat-alat rumah tangga, dan

sebagainya.'!

8 Character adalah watak/kepribadian/perilaku calon debitor yang harus menjadi perhatian
bank sebelum perjanjian kredit ditandatangani. Capacity adalah kemampuan calon debitor untuk
melunasi utangnya. Capital adalah permodalan dari suatu debitor yang harus diketahui oleh calon
kreditor karena memiliki korelasi dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Contition of
Economy merupakan suatu kondisi perekonomian, yang memiliki hubungan langsung dengan bisnis
pihak debitor. Sementara collateral adalah jaminan yang akan direalisasi atau dieksekusi jika suatu
kredit benar-benar dalam keadaan macet. Lihat: Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra,
Op.Cit., hal. 136. Dalam praktik perbankan, untuk mengamankan kredit yang diberikan kepada
nasabah, terutama pemberian kredit kepada golongan menengah ke bawah lebih menitikberatkan
pada faktor collateral. Lihat: Etty Mulyati, Op.Cit., hal. 4.

® Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 158.

10 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cetakan Ke VII, (Jakarta: Kencana
- Prenada Media Group, 2013), hal. 60-61.

11 Uswatun Hasanah, Hukum Perbankan, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 69.



Bagi bank, demi keamanan dalam pemberian kredit yang
diperjanjikan antara bank (kreditor) dengan nasabah (debitor), disyaratkan
adanya suatu jaminan kredit yang mencukupi secara ekonomis dan sehat
secara yuridis, karena keadaan keuangan debitor mungkin saja secara tidak
terduga berada pada situasi tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya
(kredit macet) atau wanprestasi dalam perjanjian kredit.*? Kredit macet tentu
tidak saja hanya merugikan para pemilik saham bank, tetapi juga akan
merugikan pemilik dana yang sebagian besar adalah anggota masyarakat
dari berbagai lapisan masyarakat, yang dapat meresahkan masyarakat,
bahkan merusak sendi perekonomian suatu negara. Oleh sebab itu, adanya
jaminan kredit akan diperhitungkan oleh bank sebagai pelunasan utang
debitor yang telah dinyatakan sebagai kredit macet.™

Jaminan adalah penanggungan yang diberikan oleh debitor dan atau
pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu
kepentingan, bahwa debitor harus memenuhi kewajibannya dalam suatu
perikatan.!* Peran jaminan sangat menentukan karena bank tidak berani
untuk menanggung risiko tinggi akibat kehilangan dana yang telah

disalurkan.’® Fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank merupakan

2 Adapun yang dimaksud kredit macet merupakan salah satu bentuk wanprestasi karena
debitor telah ingkar janji berupa perbuatan tidak mengembalikan utangnya pada bank, baik sebagian
atau seluruhnya sedangkan jatuh tempo utangnya telah terlewati. Dengan kata lain, debitor sudah
tidak mampu lagi membayar utangnya kepada kreditor. Lihat: Gatot Supramono, Op.Cit., hal. 6.

13 Andy Hartanto, Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam
Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit, (Surabaya: LaksBang Justitia, 2015),
hal. 7.

14 Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia,
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 174.

15 pada dasarnya, jenis risiko yang dihadapi bank dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar,
yaitu risiko finansial dan risiko non-finansial. Risiko finansial terkait dengan kerugian langsung



source of the last resort bagi pelunasan kredit yang diberikan oleh bank
kepada nasabah debitor. Artinya, bila ternyata sumber utama pelunasan
nasabah debitor berupa hasil keuangan yang diperoleh dari usaha (first way
out) tidak memadai sebagaimana diharapkan, maka hasil eksekusi dari
jaminan itu (second way out) diharapkan menjadi sumber pelunasan
alternatif terakhir yang dapat diharapkan oleh bank dari debitor tersebut.®

Perangkat hukum jaminan kredit yang dipergunakan dalam praktik
perbankan ialah perangkat hukum jaminan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan lain yang
mengatur tentang jaminan.!” Secara umum, ketentuan mengenai adanya
jaminan dalam pemberian utang ini diatur oleh Pasal 1131 Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Segala
kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Berkaitan dengan Pasal 1131 KUHPerdata tersebut, maka semua
harta kekayaan debitor, baik yang ada maupun yang akan ada, baik berupa
benda bergerak maupun benda tidak bergerak akan menjadi jaminan umum
bagi utang-utang debitor. Namun, pihak bank sebagai kreditor biasanya

tidak cukup puas dengan jaminan umum karena kurang menimbulkan rasa

berupa hilangnya sejumlah uang akibat risiko yang terjadi. Sementara risiko non-finansial terkait
kerugian yang tidak dapat dikalkulasikan secara jelas jumlah uang yang hilang namun akan
berpotensi menimbulkan kerugian finansial, seperti risiko reputasi. Lihat: Etty Mulyati, Op.Cit., hal.

16 Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, Op.Cit., hal. 148.
17 Etty Mulyati, Op.Cit., hal. 181.



aman. Hal ini dikarenakan debitor tidak mengetahui secara persis berapa
jumlah harta kekayaan debitor yang ada sekarang dan berapa yang akan ada
di kemudian hari, serta kepada siapa saja debitor membuat utang. Untuk itu,
kreditor memerlukan adanya benda-benda tertentu yang ditunjuk secara
khusus sebagai jaminan piutangnya dan hanya berlaku bagi kreditor
tersebut.® Hal ini yang menyebabkan bank sering meminta jaminan secara
khusus dengan membuat perjanjian jaminan, baik berupa perjanjian jaminan
kebendaan maupun perjanjian jaminan perorangan.’®* Dengan demikian,
perjanjian jaminan tidak berdiri sendiri, tetapi harus didahului dengan
adanya suatu perjanjian yang mendasarinya, yaitu perjanjian kredit atau
utang piutang sebagai perjanjian pokoknya.?

Jaminan kebendaan adalah benda tertentu yang dipakai sebagai
jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan adalah orang yang
tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitor
wanprestasi.?! Jaminan perorangan pada umumnya kurang disukai kreditor
karena hanya memiliki hak relatif, bukan memiliki hak absolut seperti

halnya pada jaminan kebendaan.?? Hal ini menyebabkan hak jaminan

18 Djoni S. Gazali dan Usman, Hukum Perbankan, Cetakan Ke I, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), hal. 288.

19 Etty Mulyati, Op.Cit., hal. 25.

20 Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang
Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 1996), hal. 235.

2L Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum
Jaminan dan Jaminan Perseorangan, (Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2011), hal. 48-49.

22 Hak perdata terbagi menjadi 2 (dua) macam, yakni hak absolut dan hak relatif. Hak absolut
adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban
pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang
bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, yang pada dasarnya dapat dilaksanakan
terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Sedangkan hak relatif adalah hubungan subyek



perorangan tidak memberikan preferensi kepada kreditor sehingga kreditor
akan bersaing dengan kreditor lain dalam pemenuhan kewajiban debitor.
Selain itu, hak jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap
orang atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian saja dan tidak
mengikat setiap orang.?®> Namun dalam praktek, jaminan perorangan
terkadang diperjanjikan bank dengan pihak ketiga sebagai penanggung
(penjamin), yang menurut penilaian bank cukup dipercaya kemampuan dan
kemauannya.?*

Salah satu jaminan perorangan yang dikenal dalam KUHPerdata
adalah jaminan penanggungan utang. Menurut Pasal 1820 KUHPerdata,
jaminan penanggungan utang merupakan suatu perjanjian dengan mana
pihak ketiga, guna kepentingan pihak si berpiutang, mengikatkan diri untuk
memenuhi perikatan si berutang manakala orang tersebut tidak
memenuhinya. Dengan adanya pihak ketiga sebagai penanggung (borg),
apabila debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak ketiga
inilah yang akan melakukan kewajibannya. Hal ini berarti bahwa jaminan
penanggungan akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan

kedudukan yang lebih baik, karena ada orang lain selain debitor yang dapat

hukum dengan subyek hukum tertentu lain dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban
pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya
dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu, sehingga hanya berlaku bagi orang-orang tertentu.
Lihat: Mukmin Zakie, “Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumber Daya Agraria”, Jurnal
Hukum, Nomor 29, Volume 12, Mei 2005, hal. 115-116.

2 Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan
Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang”, Jurnal Sosial Humaniora, VVolume 8,
Nomor 1, Juni 2015, hal. 129.

24 Jonker Sihombing, Butir-Butir Hukum Perbankan, (Jakarta: Redcarpet Studio, 2011), hal.
207.



ditagih. Adapun jaminan penanggungan utang terdiri dari 2 (dua) macam,
yakni personal guarantee dan corporate guarantee. Dalam personal
guarantee, pemberi jaminannya pihak ketiga secara perseorangan,
sebaliknya pada corporate guarantee, pemberi jaminannya adalah badan
usaha yang berbadan hukum.?

Akan tetapi dalam praktek pelaksanaan perjanjian kredit yang sudah
disertai dengan jaminan penanggungan (borgtocht) berupa personal
guarantee, tidak jarang terjadi suatu keadaan wanprestasi. Wanprestasi
adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitor tidak berprestasi (tidak

melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan.?

Adanya
wanprestasi dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitor dengan
tidak melakukan pembayaran utang kepada bank menyebabkan bank selaku
kreditor dapat melakukan eksekusi jaminan yang telah dijaminkan oleh
debitor. Dengan demikian, pihak bank dapat menagih harta penanggung
sebagai pelunasan utang debitor apabila harta debitor tidak cukup untuk
melunasi utang-utangnya atau debitor tidak mempunyai harta benda yang
dapat disita.

PT. Bank Capital Indonesia, Tbk merupakan salah satu bank di
Indonesia yang memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan jaminan

penanggungan utang berupa personal guarantee di Indonesia. Bahkan, PT.

Bank Capital Indonesia, Tbk juga pernah mengalami kasus wanprestasi

% Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Cetakan Ke I11, (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), hal. 77.

% Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Cetakan Ke |, (Yogyakarta: Penerbit
Pustaka Y ustisia, 2009), hal. 79.



debitor dalam perjanjian kredit yang diikat dengan personal guarantee
sebagai jaminan penanggungan utang yang terdapat pada Putusan Nomor
502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 30/Pdt/2014/PT.DKI Jo. Nomor
2802 K/Pdt/2014. Pada kasus tersebut, PT. Bank Capital Indonesia, Thk
memberikan pinjaman kredit modal kerja sebesar Rp. 800.000.000,-
(delapan ratus juta rupiah) kepada PT. Inti Wahana Usaha. Adapun PT. Inti
Wahana Usaha memberikan jaminan berupa seluruh equipment Restoran
Kyoka Cabang Cikarang miliknya, 1 unit kendaraan bermotor roda empat
milik Ernie Effendie (Turut Tergugat), dan jaminan penanggungan utang
berbentuk personal guarantee atas nama Utomo Wisjnu (Tergugat Il) dan
Sumarno Sutrisno (Tergugat I11) sebagai pengurus PT. Inti Wahana Usaha
(Tergugat 1).

PT. Inti Wahana Usaha kemudian dinyatakan wanprestasi dalam
perjanjian kredit oleh PT. Bank Capital Indonesia, Thk karena belum
menyelesaikan kewajiban utangnya hingga batas akhir waktu yang
ditentukan. Untuk melunasi utang-utang PT. Inti Wahana Usaha, maka PT.
Bank Capital Indonesia, Tbk (Penggugat) selaku kreditor akhirnya
melakukan penjualan kendaraan bermotor milik Ernie Effendie (Turut
Tergugat). Namun sebagaimana penjualan kendaraan bermotor tersebut
belum melunasi seluruh utang Tergugat I, maka Penggugat menagih
kewajiban Tergugat Il dan Tergugat I11 sebagai penanggung untuk melunasi
utang Tergugat | (debitor) sesuai kesepakatan yang telah diperjanjikan

dalam Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 59 tanggal 14 Agustus
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1.2

2007 dan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 60 tanggal 14 Agustus
2007.

Tergugat Il dan Tergugat Il (penanggung) yang memberikan
personal guarantee dapat diminta pertanggungjawabannya oleh PT. Bank
Capital Indonesia, Thk tanpa harus menjual/menyita kekayaan Tergugat I
(debitor) terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan baik Tergugat Il maupun
Tergugat 111 telah melepaskan hak-hak istimewanya sebagai penanggung.
Namun pelepasan hak-hak istimewa yang sudah diperjanjikan dalam Akta
Jaminan Pribadi antara penanggung dan kreditor tersebut dianggap oleh
Tergugat Il dan Tergugat 111 sebagai bentuk pelanggaran hukum. Kasus ini
menarik untuk dibahas mengingat praktek pengikatan perjanjian kredit
dengan jaminan penanggungan utang berupa personal guarantee telah lazim
dilakukan dalam dunia perbankan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis
melakukan suatu penelitian hukum dengan judul “Aspek Hukum
Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Utang Berupa

Personal Guarantee (Studi Kasus PT. Bank Capital Indonesia, Tbk).”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian
ini dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan
penanggungan utang berupa personal guarantee di PT. Bank Capital

Indonesia, Thk?
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2. Bagaimana akibat hukum dari tindakan wanprestasi perjanjian kredit
dengan jaminan penanggungan utang berupa personal guarantee di
PT. Bank Capital Indonesia, Tbk dalam Putusan Nomor
502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor 30/Pdt/2014/PT.DKI Jo.

Nomor 2802 K/Pdt/2014?

1.3 Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit dengan
jaminan penanggungan utang berupa personal guarantee di PT.
Bank Capital Indonesia, Tbk.

2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindakan
wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan utang
berupa personal guarantee di PT. Bank Capital Indonesia, Thk
dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel Jo. Nomor

30/Pdt/2014/PT.DKI Jo. Nomor 2802 K/Pdt/2014.

1.4  Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan
manfaat secara praktis sebagai berikut:
1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk
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memberikan sumbangan informasi dan memperkaya kajian ilmu
hukum perbankan, khususnya terkait dengan aspek hukum
perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan utang berupa
personal guarantee.
1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi calon
debitor yang ingin melakukan perjanjian kredit, bagi penanggung
yang ingin memberikan personal guarantee dalam perjanjian
penanggungan, serta bank dalam rangka menuntut haknya sebagai
kreditor sejauh mana diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata) apabila debitor dan penanggung melakukan
wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan
utang berupa personal guarantee. Selain itu, penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim sebagai aparat
penegak hukum dalam mengadili sengketa wanprestasi dalam
perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan utang berupa

personal guarantee.

1.5  Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan
memberikan gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai

dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya
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dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Adapun penulis menyusun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

Bab |

Bab Il

Bab 111

Bab IV

Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari:
Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian,
Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri
dari kerangka teoritis dan kerangka konseptual. Dalam kerangka
teoritis berisi tentang tinjauan umum tentang perjanjian kredit,
tinjauan umum tentang jaminan kredit, dan tinjauan umum
tentang jaminan penanggungan utang (borgtocht). Sementara
dalam kerangka konseptual berisi tentang konsep-konsep yang
berhubungan dengan penelitian ini.

Metode Penelitian

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan
yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan
dalam pendekatan masalah, yaitu jenis penelitian, sumber data,
teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, sifat analisis
data, serta hambatan dan penanggulangan.

Hasil Penelitian dan Analisis

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian secara

kepustakaan (library research) dan wawancara yang meliputi
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Bab V

pembahasan mengenai aspek hukum perjanjian kredit dengan
jaminan penanggungan utang berupa personal guarantee (Studi
Kasus PT. Bank Capital Indonesia, Tbk).

Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang
berisikan beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan
analisis yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya untuk dapat
menjawab rumusan masalah dan membuat saran-saran terhadap
aspek hukum perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan

utang berupa personal guarantee.
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